
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG 

TAHUN 2011 NOMOR 07 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG 

 

NOMOR 07 TAHUN 2011 

 

TENTANG 

 

PAJAK SARANG BURUNG WALET 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TABALONG, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan meningkat-

kan pendapatan asli daerah, perlu 

melakukan pungutan dalam bentuk 

pajak atas pengambilan dan/atau 

pengusahaan sarang burung walet 

dalam wilayah Kabupaten Tabalong; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 

ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang 

Burung Walet merupakan salah satu 

jenis pajak Kabupaten/Kota; 

 

 

/c. bahwa...................... 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Pajak Sarang Burung 

Walet;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756 ); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  

 

 

/Tahun............... 
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 Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438);  

 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983  

 

 

/Nomor..................... 
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Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258), 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 90, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5145); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

5161); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 

2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang 

Dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati  

 

/atau……………. 
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atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5179); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang  Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai-

mana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1991 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Tabalong Nomor 9 Tahun 

1991 Seri C Nomor Seri 1); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 

Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabalong Nomor 03); 

 

/14. Peraturan…………… 

 

- 6 - 

 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 

Nomor 10 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabalong Nomor 04); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tabalong Nomor 01);   

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TABALONG 

 

dan 

 

BUPATI TABALONG 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK 

SARANG BURUNG WALET. 

 

/BAB I……………….. 
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BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong. 

2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Tabalong. 

4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan 

Pemerintah Daerah yang berwenang atau diberi tugas 

dalam bidang perpajakan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 

atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 

tetap, dan bentuk badan lainnya. 

6. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung 

walet. 

 

/7. Burung………… 
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7. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga 

collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia 

maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 

8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak  dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 

pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan 

jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

11. Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 

karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak 

yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

 
/13. Surat……………. 
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13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 

disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan 

tidak ada kredit pajak. 

14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan 

pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 

 

BAB II 

 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 

 

Pasal 2 

 

Dengan nama pajak sarang burung walet dipungut pajak 

atas setiap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang 

burung walet.   

 

Pasal 3 

 

(1) Objek pajak adalah setiap pengambilan dan/atau 

pengusahaan sarang burung walet. 

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung 

walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan 

pajak (PNPB). 

  

 

/Pasal 4.................. 

- 10 - 

 

Pasal 4 

 

(1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan 

sarang burung walet. 

(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan 

sarang burung walet. 

 

BAB III 

 

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA 

PENGHITUNGAN PAJAK 

 

Pasal 5 

 

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual sarang 

burung walet. 

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung dengan mengalikan volume sarang burung 

walet dengan harga pasaran umum sarang burung 

walet yang berlaku di daerah. 

 

Pasal 6 

 

Tarif pajak ditetapkan sebesar 9 % dari nilai jual sarang 

burung walet. 

 

 

/Pasal 7.................. 

 


